BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.966, 2017 KEMEN-ATR/BPN. Penetapan Perda tentang
RTRWP dan RTRWK.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan
Rencana Rinci Tata Ruang dilakukan setelah mendapat
Persetujuan Substansi dari Menteri yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
penataan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pemberian
Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi

dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita

negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Persetujuan  Substansi adalah persetujuan yang
diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan
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bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang telah mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang,
kebijakan nasional, dan mengacu pada rencana tata
ruang secara hierarki.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil penjabaran dan
merupakan alat operasionalisasi rencana umum tata
ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan
strategis dan/atau rencana detail tata ruang yang
penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata
ruang wilayah.

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat
KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya
alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten /kota.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah
Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota.
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10.

11.

12.

13.

14.

(1)

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah adalah
pembahasan substansi rancangan Peraturan Daerah
tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga
Nonkementerian dan Pemerintah Daerah terkait, dalam
rangka persetujuan substansi oleh Menteri.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penataan ruang.

Direktorat Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut
Ditjen Tata Ruang adalah unit Eselon I yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
penataan ruang.

Direktur Jenderal Tata Ruang yang selanjutnya disebut
Dirjen adalah Pejabat Eselon I yang memimpin Ditjen

Tata Ruang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait

penyelenggaraan persetujuan substansi dalam rangka
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penetapan rancangan Perda tentang RTR Provinsi dan

RTR Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar RTR Provinsi dan
RTR Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Perda
disusun sesuai dengan kaidah teknis bidang penataan
ruang sehingga terwujud suatu RTR yang berkualitas
serta terpadu dan komplementer terhadap hierarki RTR

di atasnya.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai
tata cara pemberian Persetujuan Substansi pada
rancangan Perda tentang RTR.
Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. RTR Provinsi meliputi:
1. RTRW provinsi; dan
2. RTR KSP.
b. RTR Kabupaten meliputi:
1. RTRW kabupaten;
2. RTR KSK; dan
3. RDTR kabupaten.
c. RTR Kota meliputi:
1. RTRW kota;
2. RTR KSK; dan
3. RDTR kota.
Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku juga untuk RTR yang direvisi.
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(1)

(2)

(1)

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tata cara pemberian Persetujuan Substansi rancangan
Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) meliputi:
a. pengajuan rancangan Perda tentang RTR;
b. evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR;
c. pembahasan Lintas Sektor dan Daerah terkait

rancangan Perda tentang RTR; dan
d. penetapan Persetujuan Substansi oleh Menteri.
Tata cara pemberian Persetujuan Substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan batasan waktu
pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Tata Ruang

Pasal 5
Pengajuan rancangan Perda tentang RTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan
rancangan Perda yang telah:
a. dibahas dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. dibahas antara Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota guna disepakati
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untuk diajukan kepada Menteri dalam rangka
mendapatkan persetujuan substansi; dan
c. diperiksa secara mandiri oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta
peraturan perundang-undangan bidang penataan
ruang.
Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan kepala
daerah yang menyatakan bertanggung jawab terhadap
kualitas rancangan Perda tentang RTR.
Dalam hal pengajuan persetujuan substansi rancangan
Perda tentang RTR kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi
Gubernur.
Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dituangkan dalam tabel pemeriksaan mandiri.
Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disertai dengan ringkasan penilaian mandiri yang
dibuat oleh pemerintah daerah.
Tabel pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan tabel ringkasan penilaian mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran I[II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada
Menteri dengan menyertakan dokumen kelengkapan
administrasi.

Dokumen  kelengkapan  administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 7

Dokumen  kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan melalui petugas
loket persetujuan substansi yang berada pada
kementerian yang menyelenggaraan urusan bidang
penataan ruang.

Petugas loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
administrasi.

Apabila pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan maka
dokumen  kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Kepala
Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan Ditjen
Tata Ruang.

Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan maka
dokumen  kelengkapan  administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dikembalikan kepada

Pemerintah Daerah untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga
Evaluasi Materi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 8
Kepala Subdirektorat terkait yang berada di lingkungan
Ditjen  Tata Ruang menindaklanjuti dokumen
kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dengan melakukan evaluasi materi
rancangan Perda tentang RTR.
Evaluasi materi rancangan Perda tentang RTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan:
a. evaluasi dan Kklarifikasi materi rancangan Perda

tentang RTR; dan
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b. perbaikan hasil evaluasi substansi rancangan Perda

tentang RTR.

Pasal 9

Evaluasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling
sedikit substansi yang memuat:
a. kebijakan strategis nasional;
b. ruang terbuka hijau publik (untuk kawasan

perkotaan di kabupaten dan kota);
c. peruntukan kawasan hutan;
d. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
e. mitigasi bencana.
Klarifikasi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a dilakukan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil evaluasi materi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Evaluasi materi dan klarifikasi materi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Subdirektorat terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
Evaluasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam tabel evaluasi rancangan Perda
tentang RTR.
Tabel evaluasi rancangan Perda tentang RTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Apabila pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi telah
sesuai dengan muatan substansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda tentang RTR
ditindaklanjuti dengan Pembahasan Lintas Sektor dan
Daerah.

Dalam hal pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi
belum sesuai dengan muatan substansi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rancangan Perda
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(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

9)

-10-

tentang RTR disampaikan kepada Pemerintah Daerah
untuk diperbaiki.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat secara tertulis dan disertai dengan alasan
pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi materi.

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kembali kepada Subdirektorat terkait paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
proses Persetujuan Substansi tidak dapat dilanjutkan.
Dalam hal proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Ditjen menyampaikan
surat pengembalian disertai dokumen kelengkapan
administrasi kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Badan
atau Dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah bidang penataan ruang.
Penyampaian surat pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah batas waktu pengembalian perbaikan oleh
daerah.

Dalam hal terjadi pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti
dengan melakukan pengajuan kembali Persetujuan
Substansi Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat

Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah Terkait Rancangan

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 11
Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah terkait rancangan
Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian
materi dan informasi spasial rancangan Perda tentang
RTR terhadap peraturan perundang-undangan bidang
penataan ruang dan kebijakan nasional.
Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; dan

b. pelaksanaan;

Pasal 12

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a dilakukan dengan mengirimkan surat undangan
beserta materi rapat kepada kementerian/ lembaga
Nonkementerian sebagai materi Pembahasan Lintas
Sektor dan Daerah.
Surat undangan beserta materi rapat sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) dikirimkan  kepada
Kementerian/Lembaga Nonkementerian dan Pemerintah
Daerah yang memiliki urusan terkait rancangan Perda
tentang RTR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
pelaksanaan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
Materi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. rancangan Perda RTR;
b. album peta;
c. tabel pemeriksaan mandiri;
d. materi teknis berupa buku rencana dan fakta

analisis; dan

e. dokumen kajian lingkungan hidup strategis.
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Pasal 13
Pelaksanaan Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
dipimpin oleh Dirjen atau Pejabat Eselon II yang
ditunjuk.
Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja.
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pembahasan
Lintas Sektor dan Daerah.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Hasil Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
ditindaklanjuti dengan perbaikan rancangan Perda
tentang RTR.
Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 10
(sepuluh) hari kerja.
Pemerintah Daerah menyerahkan kembali rancangan
Perda tentang RTR yang telah dilakukan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
ditindaklanjuti dengan proses penetapan persetujuan
substansi.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Perda tentang RTR dinyatakan tidak dapat
diproses lebih lanjut.
Dalam hal proses tidak dapat dilanjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Ditjen menyampaikan
surat pengembalian disertai dokumen kelengkapan
kepada Kepala Daerah c.q. Kepala Badan atau Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang

penataan ruang,
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Surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas
waktu penyempurnaan rancangan Perda tentang RTR.

Dalam hal terjadi pengembalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti
dengan melakukan pengajuan kembali Persetujuan
Substansi Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kelima

Penetapan Persetujuan Substansi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 15
Proses penetapan Persetujuan Substansi terhadap
rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan berdasarkan hasil
Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang telah
diperbaiki.
Rancangan Perda tentang RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
a. tabel pemeriksaan mandiri;
b. tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR;
c. album peta; dan
d. Dberita acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah.
Tabel pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a merupakan tabel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4).
Tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR dan
album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dan huruf ¢ memuat hasil perbaikan rancangan Perda
tentang RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rancangan Perda beserta kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Menteri.
Menteri memberikan Persetujuan Substansi terhadap

rancangan Perda tentang RTR berdasarkan hasil:
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(2)

(1)

(2)

(3)
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a. pelaksanaan evaluasi materi Rancangan Perda
tentang RTR; dan

b. Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah yang telah
diperbaiki dan mempunyai kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (6) diberikan dalam bentuk surat yang
disertai dengan berita acara Pembahasan Lintas Sektor
dan Daerah.

Surat Persetujuan Substansi RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan lampirannya tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Persetujuan Substansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan Perda tentang RTR
kabupaten dan RTR kota dapat didelegasikan
kewenangan penandatanganannya oleh Menteri kepada
Dirjen.

Pemberian Persetujuan Substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk rancangan
Perda tentang rencana rinci tata ruang kabupaten/kota
dapat didelegasikan kewenangan penandatanganannya
oleh Menteri kepada Gubernur berdasarkan usulan
Dirjen.

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan

Mentersi.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib
mengirimkan salinan Perda tentang RTR yang telah
diundangkan serta dicatatkan dalam lembaran daerah dan

berita daerah kepada Menteri c.q Dirjen.

Pasal 19

Surat Persetujuan Substansi atas rancangan Perda RTR yang

diterbitkan oleh Menteri batal demi hukum jika:

a. pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dikemudian hari diketahui tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. terdapat perbedaan muatan antara persetujuan
substansi dengan Perda tentang RTR yang telah
ditetapkan.

Pasal 20

(1) Masa berlaku dari Persetujuan Substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 paling lama 1 (satu) tahun
sejak tanggal ditandatangani oleh Menteri.

(2) Dalam hal masa berlaku surat Persetujuan Substansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan
Rancangan Perda tentang RTR tidak ditindaklanjuti
dengan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
maka Pemerintah Daerah harus mengajukan kembali

permohonan Persetujuan Substansi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1) Peraturan Menteri ini berlaku terhadap permohonan
Persetujuan Substansi yang diajukan sejak tanggal

ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
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(2) Permohonan Persetujuan Substansi yang diajukan
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini mengacu
kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M /2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,

beserta Rencana Rincinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PE
PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENE
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA F

PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
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5 Petugas Loket Menteri Agraria dan Tata Direktur Jenderal e Direktur Pembi
s Pers etujuan Substansi Ruang/Kepala BPN Tata Ruang Eesuiien tata Kis Ruan
Permohonan Dokume*@
Persetujuan adminisitrasi
Substansi lengkap/
Tahapan
pengajuan
Tidak
Perbaikan hasil
pelaksanaan klarifikasi |- — . D — — —] — —— —— — ——f— — —— — —
maten
Persiapan
Pembahasan
Penerimaan dokumen Se"‘°"1‘;°h“ -
pengembalian (12han
\ A -
7.a
~—{ Pengembalian Dokumen
Penyerahan!l))at:_kumen Persetujuan Substansi e\
fengemoatan kepada Daerah (2 hari)
Perbaikan hasil 17 =
pelaksanaan b - B |
Pembahasan Lintas | == Tahapan pemb
Sektor dan Daerah lidasamkitor
Tahapan penetapan surat
Persetujuan @
Penandatangan Surat z z
5 Penyerahan Dokumen . s Konsep Surat Pemeriksaan Pemeriksa
SR ] persetujuan substansi R'::gﬁ:’;’g'asé‘u”:‘;"& Persetujuan Administrasi Kelengkap
(4 hari) hari) Substansi (3 hari) Dokumen (3
(3 hari)
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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nomor @
Tanggal :
1 2 3 4 5 6

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RUANG

1. 1. Tujuan Penataan Ruang

(diisi knteria p
rencana tata ruang sesua NSPR)

Corttoh.

1) mendulung tujuan penataan ruang
yang tercantum pada RTR di atasnya
(RTEW nasional dan rencana rincmya);

{diisi dengan gambaran kendisi
cksisting di dsicral
berdesarkan  kaiteria  yang
terdapat pada kolom (3)

Contoh:
©  Vis daerah saat ini adalal

(diisi dengan muatan tujuan
penatasn rusnig)

Contoh:

"Mewujudkan yuang Daerah

berbasis  pertanian  yang
oleh sektor

2) mengacu pada Rencana

Jangka Panjang  Daerah  (RPJPD)
Provinsi;
3) mengakomodasi fungsy dan peran

provinsi yang telah ditetapkan dalam
RTRW aasionel:

memperhatikan isu strategis, potensi
unggulan dan  karaktenstik wilayah
pavinsi

elas. spesifik. terukur dan
dicapai  dalam  jacgka
perencanagn; dan

4

5) dapat
walktu

daeralt  yang  berbasis
Industri dan  termaju  di
kawasan timur Jawa

perdagangan  dan  industrt
dalam sistem wilayah terpadu
dan berkelanjutan”

(diisi  dengan  penilaisn
kescsusian tujusn penataen
ruang herdasarkan kriteria)

Contoh.

*  Sudah mendukung tujuan
penataan rang nasional
khususnya terkait ...

mempertimbangkan  isu
strategis provinsi terkaif
* Tujuan penataon ruang

dimaksud dapat dicapai
dalam kurun waktu 20

6) tidak bertentangan dengan gperaturan tahun berdusarkan
perundang undangan. parameter ..
1. 2. Kebijakan Penataan Rnang
1. 3. Strategi Penataan Ruang
2 |RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH
2. 1. Sistem Pusat Pelayanan
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
\ No. | Sistematiks Rancangan Perda RTRW* | Kriterin Muatan RTR Berdaswkan NSPK = Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperda Penilaian Mandiri
1 2 3 4 5 6

e

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

s

Pusat Kegiatan Lokel (PKL)

d. Pnsat  Kegiatan  Strategs
asianal (PKSK)
e Pusat Kegiatan  Nasional
promosi (PERp)
f. Pusat Kegiatan Wilayah
pramosi (PEWp)

2. 2. Sistem Jaringan

2.2.1. Sistem jaringan transpartasi

a. Sistem jaringan transportasi
darat

1), Jaringan jalan
a) Jaringan jalan nasional
yang berads  pada
wilayah provinm:

{1) jalan artem primer
nasional

(2} jalan kolektor
primer nasional

(3} jalan strategis
nagional

(4) jslan tol

b)Jaringan jalan  yang
menjadi  Kewenangum
proviosi:

(1) jaringan jalan
kolekror primer
provins::

(2) jalan strategis
provinsi,

3). Jaringan jalur kereta api

a) Jaringan jalur kersta
apy wmum

www.peraturan.go.id
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Kandisi Ek A

o

penjalanan  ulang
alik dalam provins

b} Jaringan  jalur kereta

api kliusus
<} Stasiun kereta api:

(1) stasiun penumpang

(2) stasiun barang

(3) stasiun operasi

3). Jacingan transportasi
sungas, danau, dan

| penysherangmn

u) alur-pelayaran  sungai
dan alur-pelayaran
danau. veng terdapat
peda wilayah provinsi:

(1) alur-pelagaran
kelss 1 yang

kewenangan
Pemenntal

‘Komdisi Eksisting di Daersh

5 E|

3

provinsi

4). Sistem jaringan prasarans
lalu lintas dan angkutan
Jalan

www.peraturan.go.id
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Kandisi Ek T

o

5). Sistem jaringan
: ol

b, Sistem jaringan transportasi
taut

1) Pelabuhan lant

&) pelabuhan urmum:

(1) pelabuhan utama

(2) pelabuhian

(3) pelabubian

b) pelabuban khusus

2) Alux pelaysran

a) alur pelayaran umum

b) alur pelayaran masuk

of alur pelayaran di laut
juga weniliki Atur Laut
Kepulauan Ind i

@ sistem jaringan transportasi
adara

t) Bandar udara

a] handar ndara amum

(1) bandar udara
skala

primet

(2) bandar udara
pengumpul  skala

{3} bandar udara
skala
tersier

) bandar adara Kiusus

‘Komdisi Eksisting di Daersh

5 E|

2) Raang  mudara
‘penerbangan

nntuk

@) Ruang udara di atas
bandar  udara  yeng
dipergunakan langsung
unmuk kegiatan handar
udara:

b) Ruang udara di sckitar
bandar udara  yang
dipergunakan untule

| operasi penerbangan

¢ Ruang udara yang
ditetapkan schagai jalur

(1) jalur udera (@rway)

(2) jalur udara dengen
pelayanan saran
panduan  (advisory
rontp).

(3) jalur udara dengan
pemanduan  {control
route] dan/ aran jalor
udara tanpa
pemanduan

[ncontrolied route)

(4) jalur udara
kel
(departure route)
dan  jalur  udara
kedatangan  (arrival
route)

2.2.2. Sistem jaringen energl

& jaringan infrastruktur minyak
Aan gas bumi

b, Jarmgan infrastruktur

1), infrastruktur
pembangkitan
intrik dan

tenaga

sarana

pendukungnya

www.peraturan.go.id
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Kandisi Ek A

a) pembangiit tenags
listrik

b) jetty

¢) sarana  penyimpanan
bishan bakar:

d) sarana
hasil

pengolahan

€) travo setup

1) pergudangan

2). infrastruldur  penyaluran
tenaga listrik dan sarana

pendukungnya

a) @ansmisi tenaga listrik
urkan
listrik
dengan

kawat
saluran udara (Saluran

untule menyal!

tenaga
antarsistem

Udara Tegangan Tinggt
Arus Searal) (SUTTAS))
dan kahel lant

b)  distribusi tenaga listrik,
melipots Saluren Udara

Tegangan
(SUTM), Saluran Udara

‘Komdisi Eksisting di Daersh

ol ® ]

d) gardu distribusi yang
merupakan bagian
tidak terpisahkan dan

i i tenaga listrilc

provms
telepan fixed line dan lokasi
pusat autormatisasi
samb telepon (STO)

b. mfrastruktur telepon
nirkabel!

1) Jaringan

2) Jaringan satelit

©. jaringan peningkatan
pelayanan  telekomunikas)
di wilayal: provinsi yang
discsuaiken dengan kondisi
wilaysh

2.2:4-Sistem jmingan sumber daya sir

2) jaringan air baku untulc
kawasan

Tersifat strategis
Tovinsi dan/atau
nasional jika ada di
wilayah provinsi

b, wilayah sungm  lintas
kabapaten /kota, tenmasuk

www.peraturan.go.id
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Kandisi Ek A

o

bhersifat strategis provinsi
‘dan/atav nasional jika ada
dalnm wilayal: provinsi

d. Jaringan air baku untulk
kebutulan A mitum,
terdiri deai jaringan air
baku dani i

lokesi

2) jeringan
sekunder

migasi

£ Sistem pengendalian banjir
di wilayah provinsi dan/
atau  lintas  wilayah
provinsi.

2235, Sistom  jaringan  prasarana
wilavah lamnya

Disesnaikan dengan  kebmtah
. e A

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG
DAN KAWASAN BUDI DAYA

3.1 Kawasan lindung

3.1.1 Kawasan yang memberikan
terh

an
kawasan bawahanoyea:

a. kawasan hutan lindung

b, kawesan gambut

c. kawasan resapan aur

‘Komdisi Eksisting di Daersh

5 E|

3

3.1.2.Rawanan
setempat:

perlindungsn

a. arahan batas
panta

sempadan

b. batas sempadan sunga

e. gans sempadan danau

3.1.3 Kawasan konservasi

a. kawasan suaka alam;

1} Cagar alem dan cagar
alam lant.

2) Suake margasatwa dan
suska margasatwa laut

b. kawasan pelestarian alam

1) Taman nasional

2) Taman hutan raya
(lintas kab/kata)

8] Taman wisata alam
dan taman wisata alam
lawt

e. kawasan taman buru

d. kawasan konservasi di
wilayah pesisir den pulau-
gt k-4

1) kawasan  konservass
pesisic  dan  pula-
pulay keeil

2) kawasan  konservasi
maritin

) kawasan  konservasi
perairan

3.1.4, kawasan lindung geologi

www.peraturan.go.id
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b. kawasan rawan bencana
gerakan tanah (termasuk
tanah longsar)

c. kawasan rawan bencana
lemsan gunung api

d. kawasan rewen bencana
tsunatni

e. sempadan patahan aktif’
(actiwe fault) pada kawasan
rawan bencana gempa bumi

3.1.6, Kawasan linds L

a, cagar biosfer

b, _ramsar

¢. kawasan cagar budaya

d. kawasan perdindimgan
| plaema nudah

¢ kawasan
satwa

pengungsian

I kawasan ckosistem.

mrangrove

g terumbu karang

h. kawaesan koridor bhagi jenis
satwa atau biota laut yang
dilindungy

8.2 Kawasan budidaya

3.2.1. Kawasan perunuken  hutan
produlesi

&, lLintan produksi terbatas

b, hutan praduksi tetep

e, hutan produksi yang dapat
dikonversi.

3.2.2. Kawasan peruntukan hutan
raleyat

3.28. Kawasan peruntukan

pertanian

[

3.2.4. Kawasan

325, Kawasan
pertambangan

a. kawesan i
pertambangan mineral

|) kewasan  peruntuken
pertambangan  mineral
radioakt

2) lkawasan  peruntukan
pertambangan  wmineral
logam

3) kawasan  peruntuksn
pertambangan  mineral
bulan logai

4) kewasan  peruntukan
pertambangan batuan

b kawasan peruntukan
pertambangan batubara
< kawasan peruntukan
gas bumi
3.2.6. Kawasan peruntukan panas
burmi
3.2.7. Kawasan peruntukan industri . .
3.2.8. kntuan peruntukan
3.2.9. Kawasan peruntukan

3.2.10. Kawasan peruntukan lainnys

a. kawasan peribadatan

b. kawasan idil

c. kawasan keschatan

4. kawssan olahraga

¢ kawasan pertahanan  dan
keamanan

www.peraturan.go.id
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No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK = Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperda

1 2 3 @ 5 |
I kawasan perautukan lain ‘

vang sesuai dengan kondisi
provinsi

Saya yang bertandatangan di bawab ini. selaknu Kepala Daerab ... menyatakan bertanggung jawab penuh terbadap materi muatan Rancangan Pe.rda .. apabila terdapat
ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang ruang. maka per

ika seb i limaksud pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan roang tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi.

www.peraturan.go.id
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PERATURAN MENTER[ AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAFPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Perda ‘Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nomor :
Tanggal :
No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Eriteria Muatan RTR Berdasarken NSPR | Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperda Penilaian Mandirl
1 2 3 4 5 6
1 TUJUAN, EEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG
1. 1. Tujuan Penataan Ruang (diisi kriteria (diisi dengen gambaran kondisi | (diisi dengan muatan tujuan| (disi  dengan  penilaian
rencans tata ruang scsuai NSPK) eksisting di daerah | penatasn roang) kesesuaian tjuan penatsan
berdasarkan  kriteris  yang ruang berdasarkan kriteria)

Contoh: terdapat pacla kolon (3] Contoh:

1) mendukung tojnan penatasn rang| Pasal Contoh
yang tercantum pada RIR di atasoya| Comtoh: »  Sudah Tujuan
(RTRW nasional dan rencane cnduya,| e Visi doerah saat ini adalah| modern dengan pembungunan penataan yuang nasional
serta RTRW provinsi dan rencana it j dan provinsi
nncinyal; modem berbasis mdustry| berbasis industry pertanian terkat .

2) mengacu pada Rencana Pembangunan pertanian dan kelautan dan kelautan* *  Sudah mengacu pada
Jangka Panjang Daersh  (REJPD) muazan RPIPD
Kabupaten: khususnya pada bagian

3) mengskomodes: fungsi den peran .. nomor-.../pasal ..
kabupaten yang telah ditctapkan dalam o Sudah  mengadaptasi/

RTRW nasicmal, scrta RTRW provinsi:
micmperhatikan sy strategis, potensi
unggulan dan karaktcristk  wilayah

4

mempertimbangkan  1Su
i provinsi ferbai

kabupaten: . ’m,um penataan  Tuang
5) jelas, spesifik, terukur dan dapat dimaksud dapat dicapai
tercapay  dalam  jangke  waktu dalam kurun wakm 20
oanaan; den tahun berdasarkan
6) tidak bertentangan dengen peraturan parameter ...
perundang undangan.
1. 2. Kebijakan Penataan Ruang
1. 3. Strategi Penataan Ruang
2 RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH
2. 1. Pusat kegiatan di wilayah
1 2 8 4 5 6
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN] Sesuai dengan RTRWN Contoh.
Pasal...
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sesua dengan RTRWN Contoh.

c. Pusat  Kegiaten
Baswnal (PRSK)

Stralegis

d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

f. Pusat Pelayanan Lingkungan
PPL)

2.2.1, Sistem jaringan

a. Sistem jermgen transportasi
Aarat

1). Jaringan jalan

a) Jaringan Jalay
niasional yang berads
pada wilayah

(1) istan arter: primer
nasional

(2) yalan kalektor
primer nasi
3] jelan strategis
nassonal
(4) jalan tol
b) Jaringan jalan
provinsi yang berada
pada wilayah

(1) Jalen kolektor
primer provinsi

(2) Jales
provinsi

strategis

¢ Jaringan jalan yang|
menjadi kewenangan

Jalan

(1] jeringen
kolektor  primer

www.peraturan.go.id
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(2) Jalan lokal primer

(3] Jalan scknnder di
dalam  kawassan

(4) Jalan strategis

d) Jalan desa  yang
berada diwilayah

#) Jalan khusus

1) Jembat:

2). Jaringan jalur kereta api

@) Jaringan jalur Kereta
‘api umum

(1) jaringan. Jjalur,
kereta
antarkota  dalam

kabupaten untuk
melayan

perpmdahan

orang  dan/atew
barang dad satn
kote ke kota yang

) Jaringan jalur kercta
api klmsus

o) Stasiun kereta api:

2

Kondisi Eksisting di Daerah

(1) stasiun

(2) stasiun barang

{2) stasiun operasi

3). Jaringan transportasi
sungai. denen. den
peny -angan

a) alur-pelayaran sungai
dan  alur-pelayaran
danau, yang terdapat
pada wilayah

(1) alur-pelayaran
kelas I yang
merupakan
kewenangan

h

(2) alur-pelayaran
keles 11 yang
merupskan
kewenangan
pemerintah

(3] alur-pelayaran
kelas M yang
rerugakan
kewenangan

) lintas penyeberangan
yang terdapat pade
wilayah

(1) lintas.
penyeherangan

(2) lintas
penyel

(3) lintas
penyeberangan
lintag

kabupaten/kota

www.peraturan.go.id
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b) termmal barang

o) jembatan timbang

5). Sistem ) Jaringan

b, Sistem jaringan transportasi
lant

1) Pelabuhn laut

a) pelabuhan umum:

(1) pelabuban utama

@) pdahuhm‘

h) pelabuhan khnsos

2] Alur pelayaren

a) Alur pelayaran umum
s ot

b} Alur pelayaran masuk

&) Alur pelayaran di lant
juge memiliki  Alur
Laut. Kepulauan

©. sistem jaringan transportasi
udara

1) Bandar udara

a) bandar udars umum

(1) bandar udara
pengumpnl  skala
an primer

(2) handar ndara
pengumpul  skala
pelayanan

(8) bander udara
pengumpnl  skala |

tersier

b) handar udara khusus

2) Ruang udara  untuk

@) Ruang udara di atas
bLandar udara yang|
dipergunakan

langsung untuk
kegiatan bandar
udara;

www.peraturan.go.id
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[Kondisi Eksisting di Dacrah

edatangan
(arrivat route)

2,22, Sistem jaringan energs

a, Jaringan infrastruktr
minysk dan gas bumi

b. Jaringan infrastruktur

L). lafrastrukrur
pembangkitat tenags |

sarana

@) pembangkit
listsik

tenaga

b) jetty

© sarana penymmpanan
bahan bakar;

2

d) sarana

pengolahan
hasil

e) frawvo set up

1) pergudangan

2). Infrastruktur penyaluran
tenaga listrik dan sarana

a) transmisi tenaga
liswik antuk
menyalurkan tenaga
listiik  antarsistem
dengan
‘mengguuakan kawat
saluran udara
(Saluran Udara
Tegangan Ultra
Timgg (SUTUT).
Saluran Udara
Te Ekstra
Tingz (SUTET),
Saluran Udara
T Tinggt
(SUTT), dau
Saluran Udara
Tegangan

b) distribusi  tenaga

listrik, areliputi
Salaran Udara
Tegan
(SUT™), Saluran
Tdara T
Rendah (SUTR), dan
luran Eabel
T
;‘%argm Menengah
¢ gardu induk yang
merupakan  bagian
yang tidak
transiisi tenaga
listrik
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d) gardu distribusi vang
merupakan  bagien
isalikan

223 Sistem_javingan telekomunikasi,
meliputi  sisiem  kabel dan

a.  Ifrastruktos dasar
telekonunikasi di wilayah
provins:  berupa  jarmgan
telepon fived ime dan lokas:
pusat automatizasi

telepon (STO}

b,  Infrastrukior telepon
nirkabel antara lain lokasi
termasuk meviara BTS yang|
diarahkan dalam  bentuk
pembangunan mensra
telekommunikani bersama

© \Jaringan peinglata
pelayenan telekomunileasi di |
wilayah kabupaten yang
wilayah

22.4. Sistem jari sumber daya sir

& Jaringan sumber days air
Tintas dan lintas

provinsi dan lmtas.
[Yete

b, Wilayah  sungai  linfas

3)_jaril irigasi tersier

4) jaringan irigasi desa

5] jeringan irigas air tanah

d. Jaringan air baku untuk air
‘hersily

e Sistem p bali
bahan  berbahava dan
beracun (B3)

d.  Sistem Jaringan

han wilayih
1) tempal  penampungan
samp; (TPS)
2) at pemraresan
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226, Sistem jaringan prasarand
wilayah lainnya

discsugikan  dengan  kebutuhan
wilayal k

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG

DAN KAWASAN BUDI DAYA
3.1 Kaweasan lindung

311 Kawasan yang memberikan
pdinflmyn terhadap kawasan

a. Kawasan hutan lindung

b. Kawasen gambut,

c. Kawassn resspan air

3.1.2. Kawasan perli n setempat

a. paatai

b. sungen

e. kawasan sckitar danan atau
wadulk,

d. kawasen sckitar air.

e, kawasan lindung spiritual
dan kearifan lokal

3.1 3 Kawasan konservasi

a, Kawasan suska alam:

1) Cagar alam dan cagar
alany lamt

2) Suaska margasatwa den
sunka Taut

b, Kawasan pelestarian alam

1) Tamsn naesional

2) Taman hitan caya

38) Taman wisata alam dan
tamari wisata alam laor

. Rawasan taman bom

d. Kawassn  komservesi  di
wilayalr pesisir dan pulao-
pulay keeil

2

1) kawasan konser visi
pesisir dan pulau-pulau
kecil

&) suaka pesisic

) suaka pulay keeil

¢} taman pesisir

d) taman pulau kecil

2] kawasan konservasy
maritim

a) deersh perlindungan
adat maritim

pedindungan
hudaya mantim

3) kawasan konservasi

perairan

8.1.4. Kawasan lindung geologi

a. kewssan cagar alam geologi

1) kawasan
batuan dan fosil

2) kawasan keunikan
‘bent "

3) kawasan keunikan
proses geologi

b, kawasan yang memberikan |
perlindunigan  terhadap  &ir
tanah;

1) kawasan imbulien e
tanah

2) kawasan sempadan mata,
an

3.1.5 Kawasan rawan bencana alam
yang tingkat kerawanan dan
ancamen  atan

dampak paling ngg

a. kawesan rawan  bencana
hanjir

b, kawasan vawen bencana

¢ kawasan vawan bencana

letusan gunung spi
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d. kawssan rawen bencana
tsunami

e. sempadan patahan  akrif|
(active faulf] pada kawesau
rawan bencana gempa bunsi

3.1.6. Kawasan lindung lainnya

cagay bioster

ramsar

kawasan cagar budaya

mlo s

kawasan perlindungan

plasma nuttah

kawasan ian satwa

-

Jawasan ekosistent

3.2 Kawasan b

3.2.1. Kawasan peruntukan hutan
produks:

a. hutan produksi terhatas

b, hutan produksi tetap

e h_uun produksi yang dapat

3.2

Kawasan peruntnkan  hutan
rakyat

8.2.3. Kawasan

a. kawasan tanaman pangan

b. kawasan hortilultura

e kawasan ).

d kawasan peruntokan

3.24. Kawasan

4. kawasan peril ‘tangkap

b. kawssan

e, kawasan | lalian ikan

2

3.25. Kawasan peruntukan

o kawasan peruntukan
mineral

1) kawasan  peruntukan
pertambangan  mineral

radioaktif
2) kawasan  geruatukan
pertambangan  mineral
logam
3) kawasan tukan
pertambangan  mineral
bukan logam
4) kawasan  peruntukan
b batusn
b. kawasan peruntokan
betubara
© kawasan ‘peruntulkan
pertambangen minyak dan
gas humi

326, Kawasan peruntukan panas
burmi

3.2.7. Kawasan peruntukan industri

3.2.8. Kawasan

perumntukan.

3.20. Kawasan pernatokan

a. kawasan
iman perkotas

b. kawasan peruntukan

perdesaa

3.2.10, Kawasan peruntiuken lainnya

kawasan peribadatan

kawosan idik

kawasan kesehatan

kawasan olahraga

olele|ofr

kawasan  pertahanan  dan
keamanan
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No. | Sistematiks Rancangan Perda RTRW* | Kriteriu Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperds Penilaian Mandiri

1 2 3 4 b5 6

[ kawasan peruntukan lain
yang sesuai dengan kondisi
_prownsi

Saya yang bertandatangan di bawal ini, selaku Kepala Dacrah ... menvatakan bertanggung jawab penuhl terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila
terdapat ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perumdang-undangan terkait bidang penataan ruang. maka per i b i di batal,

Bupati,

ika i i pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang ped peny RTRW Kab
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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Perda ‘Tata Ruang Wilayah Kota
Nomor :
Tanggal :
No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* dasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperda Penilaian Mandiri
1 2 a3 a 5 L)
1 |TU. , KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG
1. 1. Tujuan Penataan Ruang (ditss  berdasark leriteria [diisy’ dengan gambaran kondisi| fditss dengan muatan tuman | (disi  dengan  penilaan
rencana tata ruang sesua NSPK) cksisting di dacrah berdasarkan | penalasn ruang) kescsusian tujuan’
kriteia  yang terdapal pada penataan cuang
Contoly; kalom (3) Contoh. berdasarkan kriteria)

1) mendukung tujuan penstéan ruang
yang tercantum pada RIR di atasnya
(RTRW  nasional dan  rencana
cincinya, serta RTRW provinsi dan

Contoh.:

« Visi daerah saal ini adalah| kot

mewnudkan wilayah pusat

“Mewupudkan wilayoh pusat
ta kawasan
strategis pusat  pelayanan

Contoh.
+  Sudah

tupuan penataan ruang’

rencana rincinya)! kata sebagai pusat| primer berupa pemeritahan, nasional dan provinsi

2) mengacu pada Rencana pelayanan primer pendidiken, khususnya terkait ...
Pemb: tan  Jangks Panjang perumahan/ permukiman, o  Sudah mengucu pada
Daerah (RPJPD) Kota; serta perdagangan dan jasa muatan RPJFD!

3) mengakomodasi fungsi dan peran dengan  menjunung  tinggt khususnya pada
kata yang telah doetapkan dalam nilai  budaya bangsa dan bagian .. nomor
RTRW nasional dan RTRW provinsi; melestarikan tatanan ekologis .../pasal...

4) memperhatikan isu strategis. polensi perkotaan yang| e Sudah mengadaptasi/
unggulan dan karakteristik wilayah berkelanjutan® mempertimbangkan
katay, isu strategis provinsi

5) jclas, spesifik, terukur dan dapat terkait ...
tercapa jangka  waktu o Tujuan penataan
perencanaan (20 tahun); dan ruang dimaksud dapat

6) tidak bertentangan dengan peraturan dicapai  dalam  kurun
perundang- undangan. waktu 20  tahun

berdasarkan
1. 2. Rebijakan Penataan Ruang
1. 3. Strategi Penataan Rnang
2 |RENCARA STRUKTUR RUANG
'WILAYAH
No. | Sistematika Rancangan Perde RTRW* | Kriteria Maatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah Muatan Raperda Penilaian Mandiri
3 2 a 4 5 6
2. 1. Pusat kegiatan di wilayah Kota
&. Pusat Pelayanan Kota Sesuai dengan RTRWN Contoh:
b. Sub Pusat Pelayanan Kota Sesusi dengan RTRWN Contoh
. Pusat Lingknmgan
Sistem J: Prasarana
Sistem jaringan

&, Sisten janmgan transportasi
darat

1) Jarmgan jalan

a) Jaringan jalan
nasional yang ada
dalam wilayah kota:

(1) yalan arteri primer
nasional

(2) yalan kolektor
pruner nasiotial

{3) jalan  strategis
nasional

(4) jalan tal

b) Jaringan jalan
provinsi yang berada
pada wilayah kota:

(1) Jalan kelekror
primer provinsi

(2) Jalan  strategis
provinsi

Jaringan jalan yang
mengadi kewenangan

kota:

(1) Jalan arteri

(2) Jalan  kolektar
sekunder

{8) valan
sekunder

{4) Jalan lingknngan
selunder
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Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

2

d) Jalan khusus

&) Jemb

2) Jaringan jslur kereta api

3) Sistent Jaringan

‘Kondisi Eksisting di Daerah

b) lintas penyeberangan
yang terdapat pada
wilayah kota:

(1) tintas
o

(2) tintas
penyeberangan

(3] lintas
lintas

kabi Jkot:

(4) lintas
penyeberangan
dalam_kota

o Pelabuhan  sungai,

www.peraturan.go.id



2017, No.966

-36-

Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

2

{2) terminal
penumpang tipe B
yang menipakan
pemerintah
provinsi

(8) termmal
pennmpang tipe ¢
yang merupakan
kewenangan

i kota

b)_terminal barang

) jembatan timbang

5) Sistem jaringan

b. Sistem jaringan trausportas
lant

1), Pelahuban lant

4) pelabuhan umun:

(1) pelabuban utama

(2) pelabuban

{3) pelabulian
pengumpan
regionsl

(4) pelabuhan
pengumpan  lokal

yang ada di

wilaysh kota

b) han khusus

2). Alur pelayazan

a) Al pelaveran ummm
o aedli

b} Alur
masnl

1 Lp i

¢ Alur pelayaran di lant
Jjuge memiliki  Alur
Laut Kepulauan

¢ sistem jaringan transportasi
adara

NSPK

Kondiai Eksisting di Daerah

iz

1) Bandar ndara

a)_bandar udara tmum

{4) bandar

bj bandar udara klusus

2) Ruang udara untuk

a) Ruang udara di atas
bandar udara yang
dipergunakan
hznpma
kegiatan

udara:

untuk
bandar

b) Ruang udara di
sekitar bandar udara
vang  di

un;uk operasi

©¢) Rusng udara yang
ditetapkan  sebagai
penerbangan:

jalur

{1) jalur udars
i

(2) yalur udara
dengen pelayanay
saran  panduan
{@dvisory route}

(3) jatur udara
dengan
pemanduan
(control
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-37-

2017, No.966

Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

Muatan Raperda

Penilaian Mandiri

2.2.2. Sistem jaringan energi

a, Jaringan infrastrulctur

minyak dan gas bumy
b. Jaringan infrastraktur

1). Infrastruktor
i tenaga

pe
Lehik  dan  sarana

a) pembangkit  tenaga
listrile

b) jetty

¢} sarana penyimpanan
balian bakar;

d) sarana  pengolahan
hasil

) fravo setup

L}

2) nfrastruktuc penyalucan
tenaga liswik dan sarana

a) tensmisi  lenaga
i umtuk

Kondiai Eksisting di Daerah

: <

tenaga
y meliputi
Saluran Udara

Menenguh
(SUTM), Saluran Udara
Tegangan Rendah
(K TR,

b} distribusi
Listrik.

f
SU dan  Saluran
abel Tegangan

2.2.3.Sistem jaringan telekomunikas,
meliputi  sistem  kabel  dan
nirkabel, terdiri alas)

a. Infrastruktor dasar
telekomunikasi di  wilayah
proviusi  herups  jaringan
telepon fixed line dan' lokasi
pusat automansasi

telepon (STO)

tetmasuk menara BTS yang
diaraliken dalam  bentuk
pembangunan
telekoraunikasi bersama

www.peraturan.go.id



2017, No.966

-38-

Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

2

© Jaringan peningkatan
pelayanan telckomurikasi di
wilayah  kabupaten  yang
discsuaiken dengan kondisi
wilayah

2.2.4, Sistem janngan sumber daya air

a Jeringan sumber daya air
lintas negara  dan  lintas
provinsi dan lintas
kabupatenkota yang berada
pada wilayah kota

Wi sungai  limtas
kabupaten/kota. termssuk
waditk, sita. dan embung
pada wilayah kota

c. Jaringan irigesi

1) jaringam irigasi primer

2} jaringan irigasi

3) javingan irigasi tersier

4) jaringan irigasi desa

5) jaringan irigas: air tanal

d. Jaringan air baku untuk air
bersiby

e, Jaringan air bersih ke

225 Sstem  jaringan  prasarena

@ Sistem  penyediaan i
minum

b, Sistem pengelolaan  air
limhah

€. Sistein pengelolaan limbah
behan  berhahays — dan
beracun (B3]

d. Sisten jaungan

favah

pesampungan

1) tempat
sampah (TPs]

2) tempat pemrorcsan
akhis sampah (TPA]

e, Sistem dramase kota

NSPK

Kondiai Eksisting di Daerah

Z

f  Penycdiaan dan
pemanfaatan prasarana dan
sarana jmm Jalan

g Jalur evakuasi bencana

226, Sistem jaringan presarans
i Lt

dengan
pengeinbangan wilayah kota

RENCANA POLA RUANG WILAYAH
YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG
DAN KAWASAN BUDI DAYA

8.1 Kawasan lindung

3.01Kswasan yang memberikan
2 kawasan

Kawasan hutan lindung

Kawasan gambut

Kawasan resapan air
inds setempat

pantai,

sungai

a.
b,
<

3.1.2.K:
a.
b,
c

kawasen sckiter danau atau
wadak

a

. _kawasan sekitar mata air,

e, kawasen lindung spiritual
dan kearifan lokal

3.1.3. Ruang terbulka bijan (RTH] kota

. tamen RT

X

tenan RW

c. teman kelurahan

a

+ taman kecamatan

i

taman kota

huten kota

8 pemakaman
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-39-

2017, No.966

Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

2

3.1.4 Kawasan konservasi

a. Kawasan suaka alam:

1) Cagar alam dan cagar
alam lant

2) Soska margasatwe dan
suska Jaut

b, Kawasan pelestarian alam

1) Taman nasional

2) Taman hutan rays

3) Taman wisata alam dan
taman wisata alam laut

Kawasan taman bura

12

B

. Kawasan  konservasi  di
ab pesisir dan pulan-
pulau keail

1) kawasan konservasi
pesisiy dan pulau-polan
keeil

a) suaka pesisic

b) suaka pulau kecil

P =

d) taman pulau keeil

2) kawasan konservasi
s

4) daersh perdmdungan
adat maritim

b) daerah i
budaya maritin

persiran

3.L.5. Kawasan lindung geologi

a. kawasan cagar alam geolog)

1} kawasan
batnan dan fosil

2) kawasan
bentang alam

3) kawasan keunikan

proses geologs

NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

Z

b, kawesen yang memberikon
perlindungan terhadap air
tanaly:

1) kawasan imbuhan  sir
tanaly

2) kawasan sempadan mata
air

8.1.6. Kawasan rawan bencana elam
yang tingkat kerewanan dan
probabilitas  sncaman  atau

. sempadan patehan  aktif
(active fault) pade kawasan

rawan bencana gerpa bum

3.1.6. Kawasan lindong laionya

a._cagar blosfer

ramsar.

b,
e kawsasan cagar budaya
d. kawasan perindungan

plasma autfah

€. kawasan ian satwa

f. kawasan ckosistem
mangrove

& terumbu karang

h. kawasan koridor bagi jcnis
satwa atau biota: laut yeng

3.2 Kawasan budidaya

3.2.1. Kawasan hy

3.2.2. Kawasan perdagangan dan jasa

3.2.3. Kawasan
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Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

‘Kondisi Eksisting di Daerah

Muatan Raperda

Penilaian Mandiri

2

32.4. Rawasen peruntulkan industi

325, Rawasan

perumntukan

3:2.6. Kawasen ruang terbuka non

hijan

3.2.7. Kawasen evakuasi bencana

328, kan nieng

Kawasan  peruntul
bagi sector mformel

32.8. Kawasan peribadatan

3:2.10 kewasan pendidilkan

32.11, kawasan

3.2.12. kawasan olahraga

32.13 kawasan perwhanan dan

3:2.14 kawasan peruntukan lainnya

a. kawasan peruntukan hutan
produksi

1) hutan produksi terbatas

2) hutan produks: tetap

3) hutsn produksi yeng
dapat di

kawasan
pertanian

perantukan

kawasan peruntukan

1) kawasan  peruntukan

mineral

h)

Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK

Kondisi Eksisting di Daerah

2) kawasan  peruntukan

batubara

3) kawasan  perumukan
pertambangan  minyik
dan gas bumi

Saya yang bertandatangan di bawab ini, selaku Kepala
ketidaksesuaian materi muatan dengan

Catatan:

pada kolom 2 (dua)

i

ruang, maka

Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuli terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat
4 4. terkait bidang i i di batal

Walikota,

dengan NSPK bidang

ruang tentang pedeman penyusunan RTRW Kota.
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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAFPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.
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Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Perda Tata Ruang
Nomor B
Tanggal :
No. | Sistematika Rancangan Perda RTRW* | Kriteria Muatan RTR Berdasarkan NSPK | Kondisi Eksisting di Daerah 1 Muatan Raperda Penilaian Mandiri
1 2 3 4 5 6
1 |TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG
1. 1. Tujuan Penataan Ruang {diisi berdssarkan krteria  peayusunan | (disi  dengan gambaran | (diisr dengan nuatan tujuan| (disi dengan penilaman
rencana tata ruang sesuai NSPK) kondisi cksisting 6i daecsh | penatsan ruang) kescsuaian  tujuan  penataan
Ieriteria  yang. ruang berdasarkan kriteria)
Contoh: terdapat pada kalom 3) Contoh:
1) mendukung twjuan penataan Pasal ...
yang tercantum pada RTR di atasnya| Contoh: Mennjudkan Kawasan
(R’I‘RW nasional dan RTRW provinsi); * Visidaerah saat ini adalah | Strategis Provinsi Agroindustri
2} memperhatkan isu strategis, polens) mewuudkan Gresik - Lamongan sebagai
unggulan dan karakieristik wilayah perekonomian daerah | Kawasan  strategis ekonomi
pulnrml hexdnnrknn sudut yang  berbasis  pada| berdaya  saing  regional
ijel it dan | berbasis pada  agmpolitan
dalam Peraturan Mentenn ATR/BPN minapolitan yang| dan minapotitan yang
Nomer 37 Tahun 2016 tentang L "
Pedoman Penyasunan Rencana Tata
Rueng Kawasen Strategis Provinsi dan
Rencana Tata Rueng Kewasan
Strategis Kebupatern:
3) jelas, spesifik, terukur dan dapat
dicapai  dalam  jengka  waktu
peren: ‘
a) s bmlm dengen peraturdan
perundang
1. 2. Kebijakan Penataan Ruang
1. 3. Strategi Penataan Ruang
2 |RENCANA STRUKTUR RUANG
2. 1. Sistem Pusat Kegiatan
2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan
Sarana
a. Sistem prasaranadan sarana
b. Sistem jaringan energi dan
No. erda RTRW* | Kriteria NSPE &i Daerah Muatan Raperda ‘Penilaian Mandiri
1 2 3 L3 5 6

e Sistem Jermgen

d. Sistem jeringan transpartasi

. Sistem jaringan sumber daya
air

1. Sistem penyediaan air minum

Sistem persampahan

Sistem jaringan air limbah

i, Sistem jaringan drainase

j. Penyediaan prasarana lainnya

RENCANA POLA RUANG

3.1 Kawasan inti

3.2 Kawasan penyangga

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG
BERISI INDIKASI PROGRAM UTAMA
JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

4.1, Perwujudan struktur ruang

4.2. 1

ARAHAN PEN(
PEMANFAATAN RUANG

5. 1. Arshan Peraturan Zonasi

5. 2. Arahan Perizinan

5.3. Arahan Pemberian Insentif dan
Disinsentif

5. 4. Arahan Pengenasn Sanksi

Saya yang bertandatangan di bawah ini. selaku Kepala Daerah .. menyatakan bertanggung jawah penuh terhadap mmen. muatan Ramangan Ferda ... apabila terdapat
batal.

ketidaksesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang penataan ruang. maka

Catatan:

Provinsi,

Gubernur,

ksud pada kelom 2 [dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang peny

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN I E
PERATURAN MENTER] AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR & TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANC PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan

Perda

Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

rencana tata ruang sesuai NSPK)

di dacral
kriteria  yang,

ckaisting
berdanarkan

Nomor @
Tanggal :
1 2 2 4 s 6
1 | TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG
1. 1. Tujuan Penataan Ruang (diisi kviteria (diisi dengan gambaran kondisi (diisi  dengan  penilaian

Tujuan
ruang berdasarkan kriteria)

Conrtoh: terdapat pada kolom (3} Contoh:
1) wiendukung tujuan penataan Tuang yang Pasal ...
tercartum pada RIR di atasnya (RTRW | Contoh: “Mewumdkan Kawasan
nasional dan RTRW provinsi); « Visi dasrah saat ini adalah | Strategis Kota .. sebagdi
2) memperhatikan 1su  strategis, potensi mewnjudkan perekonomian | kawasan  strategis ekonomi
dan  karakteristik  wilayah daerah yang berbasis pada | berbasis  pada  agroindustri,
povmsi | sodut is i i dan | dan pergadangan dan jasa*
bagai i dalam dan jasa
Menteri ATR/BFN Nomor 37 Talinn 2016
tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten:
8) jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai
dalant jangka waktu perencanaan: dan
4) tidak bertentangan dengan peraturan
_perundeng unidangan.
L. 2. Kebijakan Penataan Ruang
1. 3. Strategi Penataan Ruang
2 | RENCANA STRUKTUR RUANG
2. 1. sistem Pusat Kegiatan
2. 2. Sistem Jaringan Prasarana dan
Sarana
* 2 3 4 5 s
&, Sistcrm prasarena dan sarana
b, Sistem jaringan energi dan
kelistrikan
©. Sistem jaringan telel
d. Sistem jaringan transportasi
€. Sistem jaringan sumber daya air
[, ‘Sistem penyediaan air winum
2. Sistem persampalian
h, Sistem jaringan air linibah
1. Sistem jaringan dramase
1. Penyediaan prasarana lainnya
3 | RENCANA POLA RUANG

3.1 Kawasan inti

3.2 Kawasan penyangga

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
YANG INDIKASI PROGRAM
UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA
TAHUNAN

4.1. Perwujudan struktur ruang

4.2. Perwnjudan pola raang

KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

5. 1. Ketentuan Umum Peraturan
Zonasi

5. 2. Ketentuan Perizinan

5. 3. Ketentuan Pemberian Insentif dan

5. 4. Ketentuan Pengenaan Sanksi

www.peraturan.go.id
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Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda ... apabila terdapat
ketidaksesvaian materi muatan dengan peratiran perundang-undangan terkait bidang penataan ruang. maka persetujuan substansi dinyatakan batal

Bupati/Walikota,

pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang penataan ruang tentang peny RTR K.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN II F
PERATURAN MENTER[ AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAFAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Contoh Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Rencana Detil Tata Ruang

‘Sistematika Rancangan Perda
BTRW

3

Kondisi Eksisting di Daerah

a

5

TUJUAN PENATAAN BWP

(diisi berdasarkan kriteria penyusunan rencana
tata roang sesuai NSPK)

Contoh.

1) arahan pencapaan sebagaimana
ditetapkan dalam RTRW;

2] su swategie BWP, yang antara lain dapat
berups potensi, masalah, dan orgensi
penanganan: dan

3) kavakteristilk BWP

(diisi  dengan  gambaran
kondisi eksisting di daeral
berdasarkan  kateria  yang
1erdapat pada lalom (3)

(diisi dengan muatan mjuan
penataan ruang)

6
(diiss  dengan  penilaian
kesesuaian tujnan penataan
ruang berdasarkan knteria)

RENCANA POLA RUANG

2.1 Zona lindung

1. Zona huten lindung

2. Zona yang memberikan
; > tethatap
zona di b )

3. Zona
setempat

4. Ruang terbuka hijan (RTH)
kota

5. Zona suska alam dan
cagar budaya

6. Zana rawan bencana alarm

7. Zona lindung laitnya

No.

RTRW

‘Kondisi Eksisting di Daerah

2

3

2.2 Zona budidaya

1. Zona perumahan

2. Zdna perdagangan dan jasa

3. Zona perkantoran

4. Zona
umum

sarana  pelayanan

5. Zona industii

6. Zaoa khusus

7. Zona lainnya

8, Zana campuran

www.peraturan.go.id
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No. MWMI ria Muatan RTR di Daerah Mustan Raperda J Penilaian Mandiri
S 2 a 4 s | L3
5 | KETENTUAN PEMANFAATAN
RUANG
1, Program pemenfasten ruang
Yisntiti

a. Program perwuyudan
rencana gola ruang di BWP
b. Program perwujudan
Jaringan prasarana 4i BWP
e Program perwujudan
penetapan Sub BWP yaog
diprioritasken

d. Program perwujudan
ketahanan terhadap
iklim

2. Lokasi

3, Besaran
4, Sumber Pendanaan

6 | PERATURAN ZONASU

6.1 Materi wajib

1. Ketentusn kegiatan dan
an

ruang
a KDBE maksimmmn

b, KLB maksinum

c. Ketinggian bangunan
‘maksimum
d. KDH minimum

3. Ketentuan tata bangunman

a. GSB mmmal

No, | Sistematike RancanganPerds | oo nuaten RTR Berdasarkan N3 i i Daerah Muatan Raperda Penilaian Mandiri

LS 2 a A s | L

b. Tinggi bangunan
meksunum atan
minimal

c. Jarak bebas  antar

angunan minimal

d. Tamgilan hangonan

4. Ketentuam prasaana dan
sarana punimal

5. Ketentuan pelaksanzan

6.2 Materi pilihan

1. Ketentuan tambahan

2. Ketentusn khusus

a. Zena keselamatan
operasi  penerbangan
[KROP)

atau adat
€. Zona rawan bencana

d. Zona pertahanan

e. Zena pusat penelitian

I Zona  pengembangan
uuklic

B Zona pembangkit listrik
tenaga air (PLTA) dan
pembangkit. listrik
tenaga uap (PLTU)

h. Zona gaedu  induk
istrik.

1. Zena sumber air baku

j. ZonaBTS

www.peraturan.go.id
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o, | Sistematlke BencangeuPerdh | goiteria Muatan RTR Berdaswkan NSPK. | Kondisi Eksisting i Daerah Muatan Raperda J Penilaian Mandiri

1 2 a 4 s L
3. Standar teknis

4. Ketentusn  pengaturan
zonasi

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah ... menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Perda .. apabila

terdapat ketidaksesiaian materi muatan dengan per 1 terkait bidang ruang, maka p batal.
Bupati/Walikota,
Catatan:
Si i 1i d pada kolom 2 (dua) menyesuaikan dengan NSPK bidang ruang tentang penyusul RDTR.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN TII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM
RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN /KOTA.

Tabel Ringkasan Penilaian Mandiri Rencana Tata Ruang

Nomior

Tanggal

No.| Tujuan Penataan Ruang Ringkasan Muatan Rencana untuk Mewujudkan

tujuan
1 2 3
(diisi daerah) (diisi daerah)

(diisi dengan muatan rencana dalam struktur, pola
(diist dengan twjuan dalam|ruang, arahan pemanfaatan Tuang,  arahan
1 |rancangan Perda tentang| pengendalion pemanfaatan ruang, atau muatan
RTR) lainnya dalam rancangan Perda tentang RTR, yang
dibuat untuk mencapai tujuan penataan ruang)

Dst

Gubernur/Bupati/Walikota,

---------------------------------------------
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LAMPIRAN 1V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

| KETERANGAN

RENCANA UMUM TATA
RUANG

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur;

. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi;

3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah

Provinsi dengan DPRD Provinsi;

. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy);

. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy);

6. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan
hardecopy);

7. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy);
a. peta dasar;
b. peta tematik; dan
¢.  peta rencana.

8. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

9. Berita Acara Konsnlitasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

10. Berita Acara dengan Provinsi yang berbatasan;

11.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG peribal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

12.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

15

U S

il

NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN

RENCANA RINCI TATA
RUANG

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur;

. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daeral Provinsi,

3. Berita acara kescpakatan pengajuan persetujnan substansi antara Pemerintah Daerah
Provinsi dengan DPRD Provinsi;

4. Surat Penetapan delineasi Kawasan Strategis Provinsi oleh Gubernur atan Pejabat Eselon IT
yang diberi kewenangan mengatasnamakan gubernur;,

5. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan lampiran
(dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy);

6. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy);

7. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy);

8. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakia analisis dalam format softcopy dan
hardcopy):

9. Album Peta (dalam [ormat softcopy (format *SHP);
a. petadasar;
b. peta tematik; dan
c¢. peta rencana.

10.Sural permnyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

12, Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain);

13.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

14.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

[

| KETERANGAN

RENCANA TATA
RUANG YANG AKAN DI
REVIST

. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur,

2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah
Provinsi dengan DPRD Provinsi;

. Surat keputusan peninjauan kembali dari Gubernur;

4. Surat keputusan pembentukan tim peninjanan kembali dari Gubernur;

«w

www.peraturan.go.id




-49-

-« 3~

NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN

5. Surat keputusan dari Gubernur tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan I

peninjauan kembali RTR;

. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy);

7. Materi teknis yang terdiri atas bukn rencana dan fakta analisis perubahan rencana nmum
tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);

8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));

a. peta dasar;
b. peta tematik; dan
€. peta rencana.

9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting
dengan rancangan perubaban rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang
(dalam format softcopy dan hardcopy):

10.Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

11. Berita Acara Konsnltasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan;

13.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

14.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(=

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

RENCANA UMUM TATA
RUANG

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati;

2. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten:

3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujunan substansi antara Pemerintah Daerah
Kabupaten dengan DPRD Kabupaten;

4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi:
a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan
b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi;

.4

NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN

. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format soficopy dan hardcopy):

6. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy);

7. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan
hardcopy);

8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));
a. petadasar;
b. peta tematik; dan
c. peta rencana.

9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

11. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;

12.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

13.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

o

RENCANA RINCI TATA
RUANG

2017, No.966

. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati;

. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten;

3. Berita acara kesepakatan pengajuan persctujuan substansi antara Pemerintah Daerah

Provinsi dengan DPRD Kabupaten;

4. Sural Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi:
a, Tabel evaluasi dengan provinsi;
b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Dacrah Provinsi;

. Surat Penctapan delineasi Kawasan Strategis Kabupaten/RDTR oleh bupati atau Pejabat
Eselon 11 yang diberi kewenangan mengatasnamakan Bupati;

6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan lampiran
(dalam format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy)

. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy;

8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy);

oo

o

~
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NO KEWENANGAN DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN

9. Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dalam format softcopy dan I
hardcopy);

10.Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));
a. peladasar;
b. peta tematik; dan
C. peta rencana.

11.Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

13.Berita Acara dengan kabupaten yang berb 1 (*apabila berbat 1 dengan kabupaten
lain);

14.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

15.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Bupati;

2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah
Provinsi dengan DPRD Kabupaten;

3. Sural keputusan peninjanan kembali dan Bupati;

4. Surat keputusan pembentukan tim peninjanan kembali dari Bupati;

5. Surat keputusan dari Bupati tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan

RENOANA . TAIR peninjauan kembali RTR;
RUANG  YANG AKAN 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardeopy);
DIREVISI 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum

tata ruang dan/atau rencana rinci fata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy);
8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));
a. peta dasar;
b. peta tematik; dan
€. peta rencana.
9. Tabel sandingan rencana nmnm fata mang dan/atan rencana rinci tata rmang eksisting |

-6-

NO KEWENANGAN DOKUMEN KELENGKAPAN KETERANGAN

dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinei tata ruang |
(dalam format softcopy dan hardcopy);

10.Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

11.Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

12. Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;

13.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3  PEMERINTAH DAERAH KOTA

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota;

. Berita acara kesepakatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota;

3. Berifa acara kesepakatan pengajuan persefujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota
dengan DPRD Kota

4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi:
a. Tabel evaluasi dengan provinsi;
b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota;

[§]

5. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy);
ENCANA TAT. .
]}:ﬁNI lﬁN ind TaTa 6. Naskah Akademis (dalam format softcopy dan hardcopy);
Z 7. Materi Teknis yang terdiri dari buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan

hardcopy):
8. Album Peta (dalam [ormat soficopy (format *SHP));
a. peta dasar;
b. peta tematik; dan
¢, peta rencana.
9. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;
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NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN

10. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

11. Berita Acara dengan kota yang berbatasan;

12.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

13.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KETERANGAN

RENCANA RINCI TATA
RUANG

—

. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota;

. Berita acara pembahasan Badan Koordinasi Penataan Rnang Daerah Kota;

3. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota
dengan DPRD Kota,

4. Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi:
a. Tabel evaluasi dengan provinsi; dan
b. Berita Acara Pembahasan Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.

5. Surat Penetapan delineasi Kawasan Strategis Kota/RDTR oleh Walikota atau Pejabat Eselon
11 yang diberi kewenangan mengatasnamakan Walikota;

6. Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan lampiran (dalam

format softcopy (untuk peta dalam format *SHP) dan hardcopy)

. Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy:

8. Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy);

. Materi Teknis yang terdiri atas bukn rencana dan fakta analisis dalam format (softcopy dan

hardcopy);

10.Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));
a. petadasar;
b. peta tematik; dan
¢. peta rencana.

11.Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

12. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

13. Berita Acara dengan kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kota lain);

N

~

=]

o

NO

KEWENANGAN

DOKUMEN KELENGKAPAN

| KETERANGAN

14.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENCANA TATA
RUANG YANG AKAN DI
REVISI

1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Walikota;

2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Kota

dengan DPRD Kota;

. Surat keputusan peninjauan kembali dari Walikota;

. Surat keputusan pembentukan tim peninjavan kembali dari Walikota;

. Surat keputusan dari Walikota tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan

peninjauan kembali RTR;

Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy):

7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum
tata Tuang dan/atau rencana rinci tata Tuang (dalam format softcopy dan hardcopy);

8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP));

a. petadasar;
b. peta tematik; dan
€. peta rencana.

9. Tabel sandingan rencana ummm tata mang dan/atan rencana rinei tata mang eksisting
dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang
(dalam format softcopy dan hardcopy);

10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda
tentang RTR;

11.Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);

12. Berita Acara dengan Kota yang berbatasan (*apabila berl 1 dengan kota lain);

13.Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap
Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan

14.Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

U s ow

o
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LAMPIRAN V

-52-

PERATURAN MENTERT AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

EVALUASI MATERI RANCANGAN PERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG ....

kebijakan yang bersifat strategis nasional yang
telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

NO SUBSTANSI SYARAT MUATAN RANCANGAN PERDA HASIL EVALUASI
1 2 3 4
1 | Kebijakan Strategis Nasional 100% terakomodir Diisi dengan informasi mengenai kesesuaian | Diisi dengan hasil analisa

dilakukan
terkait

yang
pengevaluator

Pekotaan di Kabupaten dan
Kota)

harus tetap dipertahankan

B: Eksisiting < 20% barus
tetap merencanakan RTH
20% dilengkapi dengan
strategi penyediaan RTH
dan pentahapan dalam
indikasi program

keseluruhan RTH, informasi ni dilengkapi
dengan besaran/luasan RTH dan penetapan
lokasi RTH tersebut

undangan (RTRWN, RPJMN, dan Proyek | tancangann perda tengan
gis Nasional) infc i ini dilengkapi | kebijakan strategis nasional
dengan Jenis, penetapan lokasi,
besaran/ luasan kebijakan tersebut
2 |RTH Publik (untuk Kawasan | A : Eksisting >20% RTH publik | Ditsi  dengan  informasi mengenai Masan | Diisi dengan hasil analisa

yang dilakukan
pengevaluator terkatt
rancangan perda yang telah
menyebutkan informasi

3 | Peruntukan kawasan hutan

100% Sesuai dengan SK Menhut

Diisi dengan informasi SK Menteri Lingkungan

LpP2B
B. 100% dari sawah ber irigasi
teknis eksisting

teknis dan luas Sawah beririgasi teknis

terkait alokasi luasan serta | Hidup dan Kehutanan yang menetapkan
sebaran kawasan hutan di | fuasan kawasan hutan dan lokasi sebarannya,
provinsi/kabuy 1/ kota serta alih fungsi kaw: hutan.
NO SUBSTANSI SYARAT MUATAN RANCANGAN PERDA HASIL EVALUASI
1 2 3 4
4 Lahan Pertanian Pangan | A. Terdapat usulan rencana | Dasi dengan mformasi luasan dan sebara
Berkelanjutan lnasan dan sebaran lokasi | rencana Sawah beririgasi teknis dan non

5 | Mitigasi Bencana

A. 100% kawasan rawan
bencana tinggi  (Letusan
Gunung Api, Gerakan
Tanah/Longsor, dan
Sempadan Sesar Aktil)

menjadi  kawasan lindung,
dan pemanfaatan ruangnya
diatur secara rinci dalam
peraturan zonasi (KUPZ dan

B. Kawasan rawan bencana
tinggi (Banjir dan Tsunami),
vang diusulkan  menjadi
kawasan budidaya, harus
memenuhi persyaratan teknis
yang adaptif terhadap
bencana, yang diatur secara
rincl dalam peraturan zonasi
(KUPZ dan PZ)

Diisi dengan informast data daerah rawan

bencana, tipologi bencana, analisis mitigasi

bencana antara lain yang meliputi

1. P ki lindung dan k
budidaya pada kawasan rawan bencana
tinggi

2. Peraturan zonasi pada kawasan rawan
bencana tinggi
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARTA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN /KOTA.

Format Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang

Nomor : JARATTA, e v vveernnrosenens .
Lampiran : -
Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Persetujuan Substansi
Rencana Tata Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota
Kepada
Yth. (Kepala Daerah )
di
Tempat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti surat Bapak/ITbu kepada Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal _ , nomor , perihal
Permiohonan  Persetujuan Substansi Renecana Tata Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota ; dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi /Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang
Provinsi/ Kabupaten/Kota , dikembalikan karena belum memenuhi
kriteria evaluasi materi persetujuan substansi sebagaimana terlampir.

2. Pemerintah daerah _ diharapkan memperbaiki deokumen dan

mengajukan kembali persetujuan substansi.
Demikian kami sampaikarn, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang

NIP.

Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktar Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).
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LAMPIRAN VII-A

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGEKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Konsep Standar Berita Acara Lintas Sektor dan Daerah

BERITA ACARA LINTAS SEKTOR DAN DAERAN
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG ... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .../
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA ...

Nomor :

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami ... yang bertanda tangan di bawah ini, telah
mengadakan ~ Rapat Koordinasi Pembahagan  Rancangan Peraturan Dagrah
Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Rencana Tata Ruang .. Provinsi/Kabupaten/Kota .../
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ... dengan ini menyatakan bahwa Rancangan
Peraturan Daerali dimaksud secara substantif telah mengacn pada ketentuan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta
rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, serta dapat diproses
lebih lanjut untuk ditetapkan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani oleh:
Perwakilan Forum Lintas Sektor dan Daerah, Perwakilan' Pemerintah Daerah. dan Perwakilan
Pemerintah Daerah ... yang berbatasan (jika ada).

Perwakilan Kementerian/Lembaga nonkementerian:

NQE ¢ :simsnavsiniovsssnssmsamimia i
Jabatan  ..o.eecceeeevirinere e

NGITG 3 siaessiisrersasiaasimsamreniss
Jabatan © ..oocvevieeerree s

Jabatan : ...occcoeeiiiiiiiiiiiiini
NAMA oo crieneenssrssssenes esnesass NAMA © cooriiriierrnreesssreesssmnesasessnns
JABARATL 1 osssmsinvsmirssssmisassnaains JABAaN ; cuizivipimssssmmmmsaimy
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Perwakilan Pemerintah Daeraly ....

Nama : sisssssssssmrssamisssmairayis B2
BLF:107:) 11 SO B1E21 070 £ 11 SRR
INEHIZ § vovommrvinsvt v sibrmeiisvrameide it v INEUNIZE & worn vt irsormirveresmmie vy v siiiomeiv
Jabatan @ o i Jabatan | ..o

Perwakilan Pemerintah Daerah ... yang berbatasan,

INBITIZ § vwvuimonviin v v st i feh INERITIZE 3 i s 0 ¥t 2 o et
Jabatam @ o o Jabatan @ ..o,

Jakarta, ...

Pimpinan Rapat,
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LAMPIRAN VII-B

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA.

Konsep Standar Berita Acara Lintas Sektor dan Daerah

BERITA ACARA LINTAS SEKTOR DAN DAERAH
DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

TENTANG
RENCANA TATA RUANG ... PROVINSVKABUPATEN/KOTA .../
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA. ...

Nomior :

Pada hari int ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami ... yang bertanda tangan di bawah ini, telah
mengadakan:  Rapat  Koordinasi ~ Pembahasan  Rancangan  Peraturan  Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Rencana Tata Ruang .. Provinsi/Kabupaten/Kota .../
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ... dengan ini menyatakan bahwa Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud secara substantif belum mengacu pada ketentuan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta
rencana rincinya, kebijakan nasional bidang penataan ruang, Pedoman Penyustnan Rencana Tata
Ruang, dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya. serta belum dapat
diproses Iebih lanjut dan dikembalikan kepada Peinerintah Dasrah dengan catatan sebagai

berikut:
1. ...

B v

3. ....dan

4. catatan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam tabel ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangaii oleh:
Perwakilan Forum Lintas Sektor dan Daeraly, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Perwakilan
Pemerintah Daerah ... yang berbatasan (jika ada).

Perwakilan Kementerian/Lembaga nonkementerian:

NAIE ;1 ovvireeemmmnnneessrssesmssssssmmmones NAMEA 7 o oooviriiennsnssissessssssmnmeessses
Jabatan : ..o Jabatan : ..o
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JAE 312 INAIA § oo ssnecenenns
JabAtan: @ ;.oiesmimsirsmasnnssas Jabatan

FANE: e (. NAIIA 5 coovcvinsccmmmeccsmseciss sxvens sesnass
TADBBITL & vovermmsicn st sobtomieieviipenivs TARIALANE 3 wrowvev it i si¥ramisivomsovs s

FANE T . NAMIA 5 coovovinsccmmecossreciss csvsnsesnas
TADBBITD © woverummvocs sot i pibtommiervsipeseds JABFALANE 3 srwwvevavripmvomieorvismesiiadinsy
JNE: 1 . S NAMA  conniinecsiirais e en s e
Jabatan ; .......cccocvmumenmsnsmnseeenes NFi1 o721 721 1 SR
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LAMPIRAN VIII A

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGEA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINS] DAN RENCANA TATA RUUANG KABUPATEN/KOTA

KONSE P SURAT PERSETUJUAN SUBSTANST RENCANA TATA RUANG PROVINSI

Normor R Jakarta
Lampiran @ 1 (satn) berkas

Kepada

Yth, Guberour ...... ..

di=

Perihal i Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi
_ tentang RTR Provingi

Menunjuk Surat Gubernur Nomor: tanggal perihal Permohenan Persetujuan

Substansi atas Rancangan Peraturan Daeral Provinsi tentang RTR Provinsi , kami

sampaikan hal-hal sebagar berikut:
1. Sesual dengan beberapa dokumen yarig terdir] atas:

a, penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang RTR Provinsi yang ditandatangani oleli Gubernun
__tangeal  momor __, dan

b. berita acara pembahasan Lintas Sektor dan Daeral yang tertuang dalam lampiran I*,

2, Berdasarkan pertimbangan pacda angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda:
dimaksud disetujui untuk segera diproses lebily lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

3. Persetujuan substansi ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dalam hal Pemerintah Daerah
tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi tentang RTR Provinst maka
Pemerintah Daeral wajib mengulang proses persetujuan substansi.

Demikian disampaikarn dan stas perhatiannya diucapkan terimakasil,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Tembusan Kepada Yth::

1. Metiteri Koordinater Bidang Perekenomian;

2, Meunteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas; dan
3. Menteri Dalam Negeri.

Keterangan:
* lampiran 1 sebagaimana dimuat dalam lampiran V1 Peraturan Menteri ini
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LAMPIRAN VIII B

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJIJAN SUBSTANS] DALAM RANGEA
PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

KONSEP SURAT PERSETUJUAN SUBSTANS] RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Nomor : Jakarta, o i,

Lampiran @ 1 (satu) berkas

Kepada

Yt Bupati/ Waliketa .. v,

Termipat

Perihial . Persetujuan Substansi atass Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Kabupaten /Kata tentang RTR Kabupaten/Kota

Menunjuk Surat Bupat/Walikota Nomor: tanggal perihial Persetujuan

Substansi atas Rancangan Peraturan Daerali Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota , kami sampaikan hal-lial sebagai berikut:

tentang RTR

1. Sesua dengan beberapa dokumen yang terdim atas:

a. penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten / Kota tentang RTR Provinsi yang ditandatangani oleh
Gubernur __tanggal _ nemor __,

b. berita acara pembaliasan Lintas Sektor dan Daerah yang tertuang dalam lampiran I*.

2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda
dimaksud disettgui untuk segera diproses lebil lanjut sesuai dengan Ketentuan peraturan
perindang-undangan.

8. Persetijjuan substansi ini berlaku selama 1 (sati) tahun, dalam hial Pemerintah Daerah
tidak dapat menetapkan Rancangan Perda Provinsi tentang RTR Provinsi maka
Pemerintah Daerah wajib mengulang proses persetujnan substansi,

Demikian, dan atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasilz,

Menteri Agraria-dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Tembusan Kepada Yth.;

1, Meriteri Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenasy

3. Menteri Dalam Negeri;, dan

4, Cuberour .

Keterangan:

* lampiran 1 sebagaimena dimuat dalam lampiran V1 Peraturan Menteri ind

Lampiran | sampai dengan Lampiran VI meripakan bagian tidak terpisahkan /satu kesatian
derigan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanaltan Nagiorial Nomar
8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetijusan Substansi Dalam Rangka Penetapan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang
Kabupaten /Kota.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL
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